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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MAHAKAM ULU 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAHAKAM ULU 

 NOMOR 25 TAHUN 2025 

TENTANG  

PEMBERHENTIAN 

MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA 

PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

MAHAKAM ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUP-

XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk 

Kabupaten Mahakam Ulu; 

  b. bahwa untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-

SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut 

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil 

Pemilihan; 

 c. bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 

111/PP.04.2-BA/6411/2025 tanggal 12 April 2025 

tentang Rapat Pleno Pemberhentian Anggota Panitia 

Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil 

Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut 

Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil; 
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                     Peraturan . . . 

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam 

Ulu tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan 

Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan 

Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam 

Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan 

Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  

2.  Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia    

Nomor : 224/PHP.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam 

Ulu; 

3.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 



- 3 - 
 

      MEMUTUSKAN . . . 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377); 

4.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc 

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); 

5.  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc 

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan 

Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima 

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan 

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; 

 6.  Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 

perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas 

Perselisihan Hasil Pemilihan; 

7.  Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Mahakam Ulu nomor :    /PP.04.2-BA/6411/2025, tanggal 

11 Mei 2025 tentang Rapat Pleno Pemberhentian 

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 

sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahakamah Konstitusi 

atas Perselisihan Hasil Pemilihan. 

 

 

 



- 4 - 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAHAKAM ULU 
Sekretaris, 
 

 
 

 

Muhammad Akbar Taha 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MAHAKAM ULU TENTANG MENGUNDURKAN DIRI DENGAN 

ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA 

PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK 

LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS 

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 

KESATU :  Memberhentikan : 

No Nama Jenis Kelamin Alamat 

1 Leonardi Martono Laki - laki Naha Tifab 

  sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Naha 

Tifab Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu 

mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima. 

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

Ditetapkan di Ujoh Bilang 

pada tanggal 12 April 2025 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM       

KABUPATEN MAHAKAM ULU, 

ttd. 

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI 


